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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan pertambangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022, dengan Dewan Komisaris
Independen sebagai variabel moderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif
dengan teknik purposive sampling, menghasilkan 28 perusahaan sebagai sampel. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh
signifikan terhadap pengungkapan CSR, sementara kepemilikan asing berpengaruh positif
signifikan. Selain itu, Dewan Komisaris Independen mampu memoderasi hubungan antara
kepemilikan institusional dan pengungkapan CSR, tetapi tidak memoderasi hubungan antara
kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini
memberikan wawasan penting mengenai peran struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan
dalam meningkatkan transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan di sektor pertambangan
di Indonesia.

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Struktur Kepemilikan, Dewan Komisaris
Independen, Perusahaan Pertambangan, Bursa Efek Indonesia
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PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah keterlibatan perusahaan dalam kegiatan
yang bertujuan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar, di luar
kewajiban hukum dan ekonomi perusahaan (Zaid et al., 2020). CSR merupakan sebuah konsep
manajemen yang berarti perusahaan tidak lagi bertanggungjawab berdasarkan nilai-nilai
perusahaan yang hanya tercermin dalam bentuk finansial atau keuntungan (Ramadhanty &
Budiasih, 2020). Namun selain kondisi keuangan, tanggung jawab perusahaan juga harus
memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup untuk
menjamin pertumbuhan nilai perusahaan yang berkelanjutan (Dyck et al., 2019).

CSR menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom
line yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial (people), lingkungan (planet), dan
keuangan (profit) (Elgergeni et al., 2018). Triple Bottom Line (TBL) adalah pendekatan yang
digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja mereka secara menyeluruh, dengan
mempertimbangkan tidak hanya faktor keuangan, tetapi juga faktor sosial dan lingkungan ((Li &
Zhang, 2010). Jadi, bukan hanya soal profit, melainkan juga tentang bagaimana perusahaan
memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Perkembangan pelaksanaan CSR di Indonesia tidak lagi bersifat keterbukaan sukarela
tetapi sudah menjadi suatu kewajiban yang diatur secara tegas dalam Undang-undang No. 40
Tahun 2007 Pasal 74 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas. Untuk melaksanakan kegiatan CSR,
harus terdapat perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut dan/atau terkait dengan sumber
daya alam (Adiputri Singal & Wijana Asmara Putra, 2019). Pelaporan perusahaan tentang masalah
ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial (CSR) akan meningkatkan citra masyarakatnya dan
meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan (Anto et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa
bisnis harus selaras dengan masyarakatnya.

Dalam perkembangan dunia bisnis saat ini, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
seringkali diabaikan dan menjadi bahan perdebatan sosial. Hal ini dikarenakan banyak lahan yang
telah digunakan untuk kegiatan pertambangan rusak dan diabaikan begitu saja (Siburian, 2015).
Selain itu banyak perusahaan yang terkena sanksi akibat pencemaran lingkungan sekitar. Padahal
ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban perusahaan untuk menjaga dan memelihara
lingkungan. Sebab, hal tersebut mengubah kondisi alam yang dapat merugikan dan
membahayakan masyarakat sekitar (Rukmana et al., 2020). Hal ini harus menjadi timbal balik dari
perusahaan kepada masyarakat agar distribusi anggaran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
berjalan adil dan tepat.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa
praktik pengungkapan CSR di Indonesia sendiri selama 2017-2021 tercatat beberapa perusahaan
migas dan tambang yang terkena sanksi akibat pencemaran lingkungan (katadata.co.id, 2021).
Beberapa perusahaan yang terlibat kasus pencemaran lingkungan dan tidak melakukan tanggung
jawab perusahaan (CSR) yaitu : PT Chevron Pasific Indonesia di Blok Rokan wilayah operasi
kabupaten Kampar, PT Pertamina EP Lapangan Sanga-Sanga Kalimantan Timur, Tanjung,
Tarakan, Bunyu, Cepu, PT Pertamina Hulu Mahakam di Lapangan CPA, Senipah, CPU, SPU dan
NPU Kalimantan Timur, Exxon Mobil Indonesia di Jawa Timur, PT Pertamina Hulu Energi NSB
di Aceh dan West Madura, PT PPCI di Kalimantan Timur, PT Laman Mining di Kalimantan Barat,
PT Indominco Mandiri, PT Stanindo di Bangka dan PT Selatnasik Indokuarsa di Bangka Belitung.
Berdasarkan daftar perusahaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di Indonesia masih
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terdapat perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pemerintah (PP) No. 47 tahun
2012 mengenai tanggung jawab perusahaan (CSR)

Dari fenomena diatas diperlukan perbaikan dalam mengungkapkan CSR. Untuk itu,
perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi pengungkapan CSR
(Adhima & Indriastuti, 2022). Sebenarnya banyak indikator yang mempengaruhi pengungkapan
CSR. Berdasarkan penelitian Zaid et al., (2020), Siregar (2020), Wiyuda (2017), Azzahra (2023),
dan Becker et al. (2015) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR diantaranya
yaitu struktur kepemilikan, kinerja keuangan, tata kelola perusahaan (GCG) dan faktor-faktor lain
yang mempengaruhi, tetapi dalam penelitian ini fokus pada faktor struktur kepemilikan. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh Zaid et al., (2020) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah
berpengaruh positif terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut
penelitian Adhima (2022), menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan
pemerintah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan hal tersebut diduga
mungkin ada faktor pemoderasi dalam penelitian, di beberapa penelitian sebelumnya faktor
pemoderasinya yaitu Dewan Komisaris Independen , dewan komisaris independen dan dewan
direktur independen. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik memilih dewan komisaris independen
sebagai faktor pemoderasi. Alasan pemilihan dewan komisaris independen sebagai faktor
memoderasi adalah karena dewan komisaris independen memiliki kontrol yang kuat terhadap
keterlibatan dewan dalam keputusan strategis, termasuk agenda CSR (Zaid et al., 2020). Oleh
karena itu, keberadaan pemegang saham profesional dapat membantu perusahaan dalam
memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka dengan baik dan signifikan.

Good Corporate Governance (GCG) adalah tata kelola perusahaan yang menggunakan
prinsip-prinsip seperti keterbukaan, pertanggungjawaban, akuntabilitas, independensi, dan
kewajaran (Masitoh & Hidayah, 2018). Good corporate governance berkaitan erat dengan struktur
kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan yang baik dapat membantu menciptakan
lingkungan di mana prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat diterapkan dengan
efektif. Pada dasarnya, GCG sangat terkait dengan tanggung jawab sosial (CSR) (Agustia, 2013).
Salah satu prinsip GCG adalah pertanggungjawaban yang dapat diwujudkan dengan menerapkan
CSR sebagai tanggung jawab perusahaan (Becker et al., 2015). Perusahaan yang transparan dan
memiliki pengelolaan yang baik dapat dianggap telah menerapkan Good Corporate Governance
(GCG) (Narang, 2013). Dengan menerapkan GCG dalam suatu perusahaan, maka manajemen
dapat mengelola perusahaan dengan baik, termasuk melaksanakan tanggung jawab sosial (Santoso
& Agoes, 2021).

Struktur kepemilikan merupakan tingkat pengawasan yang dilakukan dalam sebuah bisnis
untuk menjalankan aktivitas bisnis yang memperhatikan perspektif sosial dan lingkungan (Adhima
& Indriastuti, 2022). Struktur kepemilikan merupakan bagian dari tata kelola perusahaan (GCG)
yang mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan, yang berfokus pada struktur pemegang
saham dan independensi dewan. Struktur kepemilikan terbagi menjadi pemilik usaha dan
pengelola usaha (Edison, 2017). Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menanamkan
modal pada usahanya, dan pengelola adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik untuk menanamkan
modal pada usaha dengan harapan bahwa pengelola akan bertindak demi kepentingan pemilik
(Latifah & Widiatmoko, 2022).

Struktur kepemilikan dianggap sebagai faktor penting yang memandu perspektif sosial dan
lingkungan dalam tata kelola perusahaan, karena jenis pemegang saham yang berbeda memiliki
orientasi sosial dan lingkungan yang berbeda (Formigoni et al., 2021). Misalnya kepemilikan
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institusional, pemerintah, dan asing. Dalam penelitian ini struktur kepemilikan penting terhadap
pengungkapan CSR karena pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan dan
laporan keberlanjutan suatu perusahaan merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat
tentang kinerja suatu perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan (Edison, 2017).

Salah satu indikator struktur kepemilikan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan
institusional adalah besarnya kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga seperti bank,
perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lain sebagainya (Rivandi, 2021). Kepemilikan
institusional yang disajikan oleh institusi penting dalam memantau pengelolaan. Kepemilikan
yang signifikan (lebih dari 5%) oleh investor institusi menunjukkan kemampuan mereka untuk
memantau manajemen (Latifah & Widiatmoko, 2022). Adanya tingkat kepemilikan yang tinggi
oleh lembaga akan menghasilkan pengawasan yang lebih optimal (Putri & Achmad, 2020).
Semakin tinggi persentase kepemilikan oleh investor institusi maka semakin efisien kinerja
perusahaan (Adiputri Singal & Wijana Asmara Putra, 2019).

Selain kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah juga masuk dalam indikator
struktur kepemilikan. Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham perusahaan yang
dimiliki oleh pihak pemerintah. Menurut Lopatta et al. (2017) mengartikulasikan bahwa
pemerintah, sebagai pemegang saham pengendali perusahaan, selalu mempunyai insentif untuk
melakukan upaya sosial secara sistematis dan stabilitas lingkungan. Jumlah saham yang dimiliki
pemerintah di perusahaan-perusahaan akan memberi wewenang untuk melakukan intervensi
terhadap perusahaan-perusahaan tersebut untuk melaporkan informasi tambahan untuk memenuhi
harapan publik dalam pengungkapan CSR (Amran & Devi, 2015). Sesuai dengan persyaratan
hukum, pemerintah cenderung memberikan pengungkapan yang jelas mengenai pengungkapan
CSR sebagai bukti tanggung jawab lingkungan perusahaan (Zaid et al., 2020).

Indikator lain yang mempengaruhi struktur kepemilikan adalah kepemilikan asing.
Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham perusahaan oleh orang asing, perusahaan asing, dan
pemerintah asing (Edison, 2017). Kepemilikan asing suatu perusahaan merupakan pihak yang
menganggap dirinya berkepentingan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial (CSR). Dengan
demikian, perusahaan milik asing akan cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi
CSR untuk mengurangi konflik keagenan antara eksekutif dan pemilik asingnya (Wang et al.,
2013). Pihak dari luar negeri berbeda dengan pihak dalam negeri. Pihak asing lebih mementingkan
masalah ketenagakerjaan, pemanasan global, dan pencemaran lingkungan (Jain & Jamali, 2016).
Selain itu, mereka lebih fokus pada peningkatan kinerja GCG atau perusahaan karena mereka tidak
bisa terlibat langsung dalam detail operasional bisnis sehari-hari.

Indikator selanjutnya yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah dewan komisaris
independen. Dewan Komisaris Independen dapat mempengaruhi CSR karena memiliki kontrol
yang lebih kuat dalam mengawasi dan mengendalikan kebijakan perusahaan termasuk kebijakan
terkait CSR Dewan Komisaris Independen adalah anggota direksi komisaris yang tidak
mempunyai hubungan dengan pihak manapun dalam perusahaan (Adhima & Indriastuti, 2022).
Menurut penelitian Consuelo & Martinez (2018) menyatakan bahwa Dewan Komisaris
Independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini ditandai
dengan adanya dewan independen yang cenderung memiliki kontrol yang lebih kuat dalam
mengawasi dan mengendalikan kebijakan perusahaan termasuk kebijakan terkait CSR, mereka
dapat memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar etika dan tanggung jawab sosial yang
ditetapkan (Gago & Garcia, 2018). Akibatnya, dewan independen akan mencurahkan perhatian
khusus untuk terlibat dalam masalah terkait dengan pengungkapan CSR (Zaid et al., 2020).
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Dewan Komisaris Independen mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya yaitu memiliki
hubungan yang lebih dekat dengan berbagai kalangan pemangku kepentingan, mengetahui
harapan mereka dengan lebih baik dan mewujudkannya untuk memuaskan kepentingan mereka
(Lim et al., 2013), serta dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan apa pun dengan
perusahaan, sehingga lebih cenderung untuk terlibat dalam aktivitas terkait CSR (Consuelo &
Martinez, 2018)

Dalam penelitian ini, dewan komisaris independen dianggap dapat memoderasi hubungan
antara keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) dan struktur kepemilikan terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen
memiliki kontrol yang lebih kuat terhadap keterlibatan dewan dalam pengambilan keputusan
strategis, termasuk agenda CSR (Zaid et al., 2020). Penelitian Zaid et al., (2020) juga menyatakan
bahwa dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan antara struktur kepemilikan dan
pengungkapan CSR. Oleh karena itu, pemegang saham dapat membantu perusahaan dalam
menangani masalah sosial dan tanggung jawab lingkungan hidup secara baik dan signifikan
(Consuelo & Martinez, 2018).

Dengan demikian, karena adanya inkonsistensi mengenai pengaruh struktur kepemilikan
terhadap pengungkapan CSR, maka permasalahan ini perlu ditinjau kembali berdasarkan
penelitian sebelumnya serta didukung oleh fenomena yang terjadi di Indonesia terkait pengaruh
struktur kepemilikan terhadap pengungkapan CSR. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
variabel dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi, karena penggunaan variabel
moderasi ini belum sering digunakan, yang mana mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh
Zaid et al., (2020).

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, Pertama terletak pada
tahun penelitian yaitu tahun 2018-2022, sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2013-2018.
Kedua, sampel pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti pada perusahaan non keuangan yang
terdaftar di Bursa Efek Palestina. Perusahaan ini dipilih karena kontribusinya yang signifikan
terhadap lingkungan setempat melalui program dan kegiatan CSR. Aktivitas pertambangan
seringkali berhubungan dengan isu-isu lingkungan seperti pencemaran air dan udara, deforestasi,
serta dampak sosial seperti pemindahan penduduk dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu,
penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan Corporate Social
Responsibility (CSR) pada perusahaan pertambangan dapat memberikan wawasan yang penting
mengenai bagaimana industri ini menanggapi tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut
Sekaran (2017), penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang datanya berupa bilangan atau
angka yang dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau
statistika. Sedangkan Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kuantitatif adalah metode yang
didasarkan pada filosofi positivisme dan diterapkan pada populasi atau sampel tertentu. Dalam
filsafat positivisme, fenomena/gejala/realitas dianggap dapat diklasifikasikan, dapat diamati,
konkrit, terukur, dan berhubungan secara kausal.
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Metode penelitian kuantitatif menggunakan filosofi positivisme untuk menyelidiki apa
yang ditemukan di lapangan. Sebelum melakukan penelitian, yang perlu penulis lakukan hanyalah
mengkategorikan kasus yang ingin diselidiki dan memprioritaskannya pada proses selanjutnya.
Penelitian ini menggunakan data terukur dan menggunakan metode statistik (alat uji) untuk
menghitung data yang mengarah pada kesimpulan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan jenis data sekunder
berupa annual report dan sustainability report perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2018-2022 yang bisa diakses melalui website www.idx.co.id atau langsung
pada website perusahaan yang bersangkutan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh
peneliti melalui proses analisis berdasarkan data yang ada tanpa melakukan wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara pengambilan data yang dalam suatu penelitian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode
dokumentasi. Metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian
dari berbagai sumber yang diterbitkan secara resmi berupa annual report dan sustainability report
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 serta semua
data yang dibutuhkan lainnya. Menurut Sugiyono (2018), metode dokumentasi adalah salah satu
cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berupa buku, catatan,
dokumen, tulisan, gambar yang berupa laporan dan informasi yang dapat menunjang penelitian.
Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai data terkait, termasuk data dari data yang
tersedia di pasar modal Indonesia, antara lain website www.idx.co.id dan website resmi masing-
masing perusahaan lainnya.

Teknik Analisis Data
1. Analisis Konten (Content Analysis)

Pengukuran CSR menggunakan analisis konten mengungkapkan dari data sekunder. Hasil
yang diperoleh dari analisis konten informasi pengungkapan CSR disajikan dalam bentuk sejumlah
indikator representatif yang membantu mengukur sejauh mana perluasan informasi pengungkapan
CSR. Acuan yang digunakan untuk melakukan analisis konten adalah pedoman penerapan standar
GRI (Global Reporting Initiative). Analisis ini digunakan agar informasi yang diperoleh
mempunyai kualitas yang lebih baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

2. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan uji yang memberikan gambaran umum mengenai
variabel penelitian. Dalam penelitian ini variabel penelitiannya meliputi kepemilikan institusi,
kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing dan pengungkapan CSR, serta dewan komisaris
independen sebagai variabel moderasi. Variabel penelitian dapat digambarkan dengan nilai mean,
median, atau standar deviasi. Nilai minimum menunjukkan nilai terkecil pada distribusi data dan
nilai maksimum menunjukkan nilai terbesar dalam distribusi data.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model
pengujian sudah bebas dari asumsi klasik sehingga pengujian terhadap hipotesis penelitian dapat
dilanjutkan. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diteliti valid, tidak
bias, konsisten dan interpretasi koefisien regresi efektif. Sehingga membuat akurasi model. Uji
asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji
autokorelasi.
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a. Uji Normalitas

Menurut Suliyanto (2013), tujuan uji normalitas adalah apakah distribusi residu (nilai sisa)
mengikuti atau mendekati distribusi normal. Nilai sisa dikatakan terdistribusi normal apabila nilai
sisa yang dibakukan sebagian besar mendekati mean. Pengujian ini menentukan apakah variabel
independen dan dependen dalam model regresi ini berdistribusi normal atau tidak. Ada beberapa
metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji normalitas, diantaranya adalah dengan
menggunakan uji Jarque Berra (JB) dan metode Kolmogorov-Smirnov. Winarno (2017)
menjelaskan Jarque Berra (JB) merupakan uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi
normal dengan cara mengukur rasio skewness dan kurtosis data. Jika skewness statistic/standard
error <2,9 dengan N<300 maka data berdistribusi normal. Selain itu, pengujian normalitas dapat
dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov, yaitu uji normalitas yang
menggunakan fungsi distribusi kumulatif.

Menurut Ghozali (2013), syarat pengambilan keputusan pada uji Kolmogorov Smirnov
adalah:
1. Jika K-hitung < K-tabel dan nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal.
2. Jika K-hitung > K-tabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
b. Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk memeriksa apakah model regresi
mempunyai variabel independen yang berkorelasi dengan variabel independen lain dalam model
(Ghozali, 2013). Jika terdapat korelasi yang kuat antar variabel independen, maka salah satu
variabel tersebut dieliminasi atau dikeluarkan dari model regresi atau ditambahkan variabel
independen. Model regresi yang baik tidak akan terjadi multikolinearitas antar variabel
independen. Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui multikolinearitas antara lain dengan
menggunakan nilai folerance (TOL) dan Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing
variabel independen terhadap variabel dependen. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk
mengambil keputusan adalah:
1. Jika nilai TOL < 0,1 dan nilai VIF >10 berarti terjadi multikolinearitas pada model regresi.
2. Jika nilai TOL > 0,1 dan nilai VIF < 10 berarti model regresi tidak terjadi multikolinearitas.
c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Cara
mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara
SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah
residual (Y prediksi — Y sesungguhnya) yang telah di standardiized (Ghozali, 2013). Apabila hasil
pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka
0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
d. Uji Autokolerasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat autokorelasi antara kesalahan
pengganggu periode sebelumnya dengan periode saat ini. Untuk mengetahui ada tidaknya
autokorelasi pada pengujian ini dapat menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW). Keputusan
diambil jika angka DW kurang dari -2, yaitu terdapat autokorelasi positif. Angka D-W antara -2
dan +2 berarti tidak ada autokorelasi, dan angka D-W lebih besar dari +2 berarti ada autokorelasi
negatif (Sugiyono, 2018).
4. Uji Regresi Moderasi
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Teknik atau metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
regresi moderasi. Analisis regresi moderasi mempelajari ketergantungan suatu variabel terikat
terhadap variabel bebas di bawah pengaruh variabel moderasi. Metode analisis ini konsisten
dengan model penelitian ini. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis
regresi moderasi dengan menggunakan persamaan statistik sebagai berikut:

CSR (Y) =a+ BLKI + B2.KP + B3.KA + B5.DKI + p6.KI.DKI + B7.KP.DKI

+B8.KA.DKI+ e
Keterangan :
CSR = Corporate Social Responsibility
KI = Kepemilikan Institusional
KP = Kepemilikan Pemerintah
KA = Kepemilikan Asing
DKI = Dewan Komisaris Independen

KI.DKI = Interaksi KI dan DKI
KP.DKI = Interkasi KP dan DKI
KA.DKI = Interaksi KA dan DKI

a = Konstanta
B = Koefisien regresi
e = error

5. Pengujian Hipotesis
a. Uji Koefisien Determinasi (R?)

Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa apakah model mampu mengukur sejauh mana
variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasinya
antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai R-squared maka semakin besar pula pengaruh
hubungan variabel (Ghozali, 2013).

b. Uji Statistik F (Uji F)

Uji statistik F pada intinya menunjukkan apakah seluruh variabel independen yang
dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen
(Ghozali, 2013). Setelah menghitung F, akan dicari hasil regresi kemudian dibandingkan dengan
nilai tabel F. Untuk menentukan nilai tabel F, taraf signifikansi yang digunakan adalah 0=5%
dengan derajat kebebasan df = (n -52 k) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah
variabel dependen. Jika F hitung > F tabel atau sig < a. artinya seluruh variabel independen
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika angka F < tabel F atau sig
> o. artinya seluruh variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
variabel dependen.

c. Uji Statistik t (¢-test)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen dipengaruhi secara parsial
oleh variabel independen. Pengambilan keputusan dalam pengujian ini didasarkan pada beberapa
kriteria :
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1. jika nilai signifikan t < 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis diterima artinya variabel independen
berpengaruh terhadap variabel dependen;

2. jika nilai signifikansi t > 0,05 menunjukan bahwa hipotesis ditolak artinya variabel independen
tidak berpengaruh terhadap variable dependen (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini
dikarenakan saat kepemilikan saham perusahaan oleh institusional yang berupa lembaga, instansi,
atau perusahaan tinggi, fokus mereka terletak pada laba dari perusahaan yang akan berdampak pada
return yang diperoleh pemilik institusional tersebut dari investasi mereka di perusahaan. Makadari
itu, semakin besar kepemilikan institusional, maka tuntutan untuk memperoleh laba menjadi
semakin besar pula sehingga terdorong melakukanefisiensi biaya keagenan termasuk biaya yang
dikeluarkan untuk aktivitas dan pengungkapan CSR perusahaan (Zaid et al., 2020).

Hal ini berbeda dengan teori agensi dimana berdasarkan teori agensi pemilik saham
institusional memiliki peluang untuk mengawasi sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan yang
di dalamnya meliputi pengungkapan CSR. Maka semakinbesar proporsi kepemilikan institusional
maka semakin baik pengungkapan CSR nya. Akan tetapi, berdasarkan penelitian ini membuktikan
bahwa semakin banyak kepemilikan institusi pada perusahaan mereka lebih fokus untuk
memperoleh laba dan mengurangi pengeluaran salah satunya pengeluaran untuk pengungkapan
CSR.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari
& Rani, (2015) dan Adhima (2022) yang mana dijelaskan pengaruh negatif terjadi antara
kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan
penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Zaid et al., (2020), Rivandi, (2021), Edison, (2017),
Patrisia & I Nym, (20 19)yang mana menjelaskan bahwa hubungan korelasi positif terjadi
antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR. Dengan kata lain, keberadaan institusi
pada perusahaan dengan jumlah yang tinggi akan meningkatkan luas pengungkapan CSR
perusahaan tersebut.

2. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR

Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan
terhadap pengungkapan CSR. Hal ini disebabkan peran pemerintah dalam berinvestasi di
perusahaan swasta di Indonesia masih tergolong rendah. Jumlah kepemilikan pemerintah pada
perusahaan pertambangan swasta di Indonesia masih sangat kecil sehingga dorongan yang
seharusnya tercipta antara pemerintah dan perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR secara
tepat belum bisa terwujud (Adiputri Singal & Wijana Asmara Putra, 2019). Pada penelitian ini dari
28 perusahaan yang diteliti hanya ada 6 perusahaan yang terdapat kepemilikan pemerintah
diantaranya yakni PT Vale Indonesia Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Tambang
Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Baturaja Tbk,
dan PT Timah (Persero) Tbk. Keenam perusahaan tersebut merupakan 2 perusahaan swasta dan 4
perusahaan milik pemerintah (persero). Persentase kepemilikan pemerintah pada perusahaan
pertambangan swasta masih sangat kecil yakni dibawah 30%. Hal ini disebabkan karena perusahaan
pertambangan swasta memiliki struktur kepemilikan yang lebih kompleks dengan berbagai pihak
memiliki saham, selain itu pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) juga kurang yang
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dapat mempengaruhi tingkat transparansi informasi yang diberikan oleh perusahaan, sehingga
pemerintah tidak memiliki akses yang lebih besar untuk memiliki saham (Suryadi & Serly, 2022).

Hal ini tidak sejalan dengan teori agensi. Teori agensi menjelaskan terdapat interaksi antara
manajemen (agen) dengan pemilik saham (principal). Pemilik saham dapat berbentuk kepemilikan
pemerintah. Maka, kepemilikan pemerintah mempunyai peran interaksi dengan manajemen yang
maknanya kepemilikan pemerintah mampu memperbaiki tindakan-tindakan manajer yang tidak
tepat mengenai pengungkapan CSR dalam perusahaan. Namun, pada penelitian ini menunjukkan
bahwa kepemilikan pemerintah tidak dapat berpengaruh terhadap pengungkapan CSR karena dalam
penelitian ini hanya ditemukan 6 perusahaan yang terdapat kepemilikan pemerintah dengan
persentase kepemilikan yang rendah sehingga tidak terjadi pengaruh kepemilikan pemerintah
terhadap pengungkapan CSR.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Adhima (2022) yang mana dijelaskan hubungan korelasi negatif terjadi antara kepemilikan
pemerintah dengan pengungkapan CSR. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan
oleh Zaid et al., (2020) dan Rizky & Yuyetta, (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan
pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Semakin tinggi jumlah
kepemilikan pemerintah maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR nya.

3. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan CSR

Hasil analisis terhadap hipotesis ketiga menunjukkan kepemilikan asing berpengaruh positif
signifikan terhadap Pengungkapan CSR, artinya semakin tinggi jumlah kepemilikan asing dari
suatu perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR nya. Hal ini karena pemilik
asing berbeda dengan pemilik dalam negeri, mereka mempunyai kesadaran untuk lebih
memperhatikan terhadap kasus ketenagakerjaan, pemanasan global serta pencemaran lingkungan
(Zaid et al., 2020).

Hal ini menjelaskan teori agensi bahwa kepemilikan yang tersebar padasuatu perusahaan
membuat masalah keagenan antara manajemen dengan pemegang saham juga menyebar,
sedangkan perusahaaan dengan kepemilikan yang lebih besar pada satu jenis kepemilikan dapat
menyelesaikan konflik keagenan secara lebih efektif karena memiliki peluang yang lebih besar
untuk ikut terlibat dalam pembahasan masalah perusahaan termasuk di dalamnya terkait
pengungkapan CSR (Adhima & Indriastuti, 2022). Berdasarkan teori ini terbukti bahwa investor
asing mampu mengawasi tindakan manajer dalam mengambil keputusan perusahaan. Dalam
penelitian ini, kepemilikan asing memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengungkapan
CSR dalam perusahaan karena meningkatnya tekanan pemangku kepentingan, penerapan standar
global, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, keunggulan kompetitif, dan perhatian terhadap
reputasi dan keberlanjutan perusahaan (Al Fadli et al., 2022).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zaid et al.,
(2020) yang menyebutkan bahwa kepemilikan asing berpengaruhpositif terhadap pengungkapan
CSR meskipun tidak signifikan.

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi
Dewan Komisaris Independen

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Dewan Komisaris Independen mampu memoderasi
hubungan kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR. Dengan kata lain, melalui
penambahan peran Dewan Komisaris Independen di antara pemilik saham institusional dengan
manajemen dapat mendorong pemilik institusional dalam perusahaan untuk melakukan
pengungkapan CSR yang baik.

Teori agensi menjelaskan perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan yang rendah
atau dalam hal ini kepemilikan terfokus padainstitusional akan mengurangi konflik keagenan antara
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manajemen dan pemilik saham. Menurut teori agensi, Dewan Komisaris Independen mampu
menetralisir konflik keagenan tersebut. Dewan Komisaris Independen dapat memberikan masukan
pada saat rapat sehingga diyakini Dewan Komisaris Independen dapat memperkuat hubungan
kepemilikan institusional dengan pengungkpan CSR.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zaid et
al.,(2020). Pada penelitian Zaid et al.,(2020) dikatakan pula bahwa Dewan Komisaris Independen
mampu memoderasi hubungan kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR.

5. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan
Komisaris Independen

Hasil penelitian menunjukkan Dewan Komisaris Independen  (dewan komisaris
independen) tidak mampu memoderasi hubungan kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan
CSR. Hal ini ditunjukkan pada hasil uji statistik yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan.
Artinya, Dewan Komisaris Independen tidak dapat memperkuat hubungan kepemilikan pemerintah
dengan pengungkapan CSR. Hal ini karena, pada penelitian ini kepemilikan pemerintah sendiri
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang disebabkan masih sedikitnya kepemilikan
atau investasi pemerintah terhadap perusahaan swasta di Indonesia sehingga pemberian peran dari
Dewan Komisaris Independen tidak cukup untuk mendorong pengungkapan CSR.

Hal ini berbeda dengan teori agensi yang menjadi dasar hubungan antara principal dengan
manajemen. Pihak principal dalam hal ini kepemilikan pemerintah memberikan kewenangan
kepada manajemen untuk melakukan kegiatan operasional bisnis sehari-hari (Adhima & Indriastuti,
2022). Maka dari itu seluruh kegiatan perusahaan hingga pelaporannya berdasarkan keputusan
manajemen dengan pengawasan dari pemilik saham perusahaan sehingga dalam hal ini kepemilikan
pemerintah bersama dengan Dewan Komisaris Independen memiliki peluang untuk mendorong
pengungkapan CSR (Khairunnisa, 2021). Meskipun begitu, pada penelitian ini menunjukkan bahwa
kepemilikan pemerintah pada perusahaan swasta di Indonesia masih sangat rendah sehingga
dorongan dari Dewan Komisaris Independen tersebut tidak cukup kuat untuk dapat memberi
pengaruh terhadap hubungan kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan CSR.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Adhima
(2022) yang mana menjelaskan bahwa Dewan Komisaris Independen (dewan komisaris
independen) tidak mampu memoderasi hubungan kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan
CSR. Dewan Komisaris Independen memperlemah hubungan kepemilikan pemerintah dengan
pengungkapan CSR. Hasil ini tidak mendukung penelitian Zaid et al., (2020) yang menyebutkan
bahwa Dewan Komisaris Independen (dewan komisaris independen) mampu memoderasi
hubungan kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan CSR.

6. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungakapan CSR dengan moderasi Dewan
Komisaris Independen

Kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR dengan
adanya moderasi dari Dewan Komisaris Independen (dewan komisaris independen). Dewan
Komisaris Independen  tidak mampu memoderasi hubungan kepemilikan asing dengan
pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa, kepemilikan asing secara parsial akan
mendukung untuk membuat pengungkapan CSR dengan baik dan meskipun jumlah kepemilikan
pada sebuah perusahaan rendah, keberadaan kepemilikan asing tersebut akan tetap mendorong
untuk membuat pengungkapan CSR yang baik karena pemilik asing telah memiliki kesadaran akan
pentingnya pengungkapan CSR. Hal ini juga dikarenakan pemilik asing memiliki kepedulian yang
tinggi terkait dengan pengungkapan CSR seperti lingkungan dan ketenagakerjaan.
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Berdasarkan hasil tersebut dikatakan bahwa hal ini berbeda dengan teori agensi. Menurut
teori agensi kepemilikan pada perusahaan yang terfokus pada suatu jenis kepemilikan akan
cenderung lebih mudah dalam menyelesakan konfliktersebut karena mereka memiliki keinginan
atau pandangan yang sama dalam pengambilan keputusan. Teori ini juga menjelaskan bahwa peran
serta Dewan Komisaris Independen sebagai pihak yang netral didalamnya mampu mengatasi
masalah tersebut. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya campur tangan
Dewan Komisaris Independen meskipun jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan tersebut
rendah maka perusahaan tersebut akan tetap memiliki motivasi atau dorongan untuk membuat
pengungkapan CSR yang baik dan benar karena pada dasarnya pemilik asing memiliki wawasan
yang luas dan mampu menangani CSR dibanding pemilik dalam negeri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Adhima
(2022) yang mana menjelaskan bahwa Dewan Komisaris Independen (dewan komisaris
independen) tidak mampu memoderasi hubungan kepemilikan asing dengan pengungkapan CSR.
Dewan Komisaris Independen memperlemah hubungan kepemilikan asing dengan pengungkapan
CSR. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaid et al., (2020) yang
menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen dapat memperkuat hubungan kepemilikan asing
dengan pengungkapan CSR.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dengan proksi
kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan
CSR dengan Dewan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh
terhadap pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap
pengungkapan CSR. Dewan Komisaris Independen mampu memoderasi hubungan kepemilikan
institusional terhadap pengungkapan CSR, sedangkan Dewan Komisaris Independen tidak
mampu memoderasi pengaruh kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing terhadap
pengungkapan CSR.

Berdasarkan analisis data dari 28 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2018-2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan CSR. Hal ini karena semakin besar jumlah kepemilikan institusi atau Lembaga
pada suatu entitas maka akan mendorong perusahaan untuk memperoleh laba yang besar
sehingga akan mengefisiensi biaya-biaya termasuk biaya pengungkapan CSR.

2. Kepemilikan Pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini disebabkan
masih rendahnya pengambilan posisi atau peranan pemerintah pada perusahaan swasta.
Semestinya dengan kepemilikan pemerintah dapat mendorong pengungkapan CSR di setiap
perusahaan.

3. Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, yang berarti semakin tinggi
peranan atau jumlah kepemilikan pihak asing pada suatu perusahaan akan mendorong
perusahaan untuk melakukan seluruh aktivitas perusahaan tersebut menjadi optimal salah
satunya yakni pengungkapan CSR. Seiring berkembangnya zaman pihak asing tidak hanya
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terfokus pada laba atau pendapatan perusahaan tetapi aspek lain yang mampu menarik pihak di
luar perusahaan yang saat ini gencar dicanangkan yaitu pengungkapan CSR.

. Dewan Komisaris Independen mampu memoderasi hubungan kepemilikan institusional pada

pengungkapan CSR. Dengan demikian, Dewan Komisaris Independen dalam mengurangi
konflik keagenan berdasar dari teori agensi dapat mendorong kepemilikan institusional untuk
membuat pengungkapan CSR secara benar.

. Dewan Komisaris Independen tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan pemerintah

terhadap pengungkapan CSR. Dewan Komisaris Independen tidak mampu memoderasi
hubungan kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan CSR. Hal ini karena, pada penelitian
ini kepemilikan pemerintah sendiri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang
disebabkan masih sedikitnya kepemilikan atau investasi pemerintah terhadp perusahaan swasta
di Indonesia sehingga pemberian peran dari Dewan Komisaris Independen tidak cukup untuk
mendorong pengungkapan CSR.

. Dewan Komisaris Independen tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap

pengungkapan CSR. Melainkan Dewan Komisaris Independen memperlemah hubungan
kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan, meskipun jumlah
kepemilikan asing rendah tetap mendorong untuk membuat pengungkapan CSR yang baik pada
sebuah perusahaan karena mereka memiliki kesadaran yang tinggi terkait isu-isu
environmental, HAM, maupun ketenagakerjaan yang merupakan komponen dari Corporate
Social Responsibility.

DAFTAR PUSTAKA

1.

10.

Adhima, R., & Indriastuti, R. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan
Corporate Social Responsibility. Jurnal Akuntansi.

Adiputri Singal, F., & Wijana Asmara Putra, A. (2019). Corporate Social Responsibility
dalam Perusahaan Pertambangan. Jurnal limiah.

Al Fadli, M., et al. (2022). The Impact of Foreign Ownership on Corporate Social
Responsibility Disclosure. International Journal of Business Management.

Anto, R., et al. (2021). Corporate Social Responsibility: Pengaruh terhadap Citra Perusahaan.
Jurnal Manajemen.

Becker, H., et al. (2015). Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility.
Management Journal.

Consuelo, M., & Martinez, P. (2018). The Role of Independent Commissioners in CSR
Disclosure. Corporate Governance Review.

Dyck, A., et al. (2019). Financial Performance and Corporate Social Responsibility: An
Empirical Analysis. Journal of Finance.

Edison, S. (2017). Ownership Structure and Corporate Governance in Indonesia. Business
Review.

Elgergeni, T., et al. (2018). Triple Bottom Line Approach and Corporate Social
Responsibility. Sustainability Journal.

Gago, D., & Garcia, A. (2018). The Influence of Independent Boards on Corporate Social
Responsibility. Journal of Corporate Law.

Jurnal Edu Research
Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 3148



Volume 6, Nomor 2, 2025

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

Jain, S., & Jamali, D. (2016). The Importance of Foreign Ownership in CSR Disclosure.
International Business Review.

Khairunnisa, A. (2021). Agency Theory and Corporate Governance: A Review. Journal of
Management Studies.

Li, Y., & Zhang, L. (2010). The Triple Bottom Line and Corporate Social Responsibility.
Journal of Business Ethics.

Lopatta, K., et al. (2017). Government Ownership and Corporate Social Responsibility:
Evidence from Indonesia. Journal of Business Ethics.

Masitoh, A., & Hidayah, U. (2018). Good Corporate Governance Practices in Indonesia.
Journal of Law and Business.

Natalia Ria, T., & Tarigan Josua, E. (2014). Measuring Corporate Social Responsibility
Disclosure. Journal of Environmental Management.

Narang, P. (2013). Corporate Governance and Transparency in Indonesia. Business Law
Journal.

Ramadhanty, N., & Budiasih, S. (2020). Corporate Responsibility Beyond Profit.
International Journal of Corporate Social Responsibility.

Rivandi, R. (2021). Institutional Ownership and Corporate Social Responsibility: A Review.
Journal of Corporate Governance.

Rukmana, D., et al. (2020). Environmental Issues and Corporate Responsibility in Indonesia.
Environmental Management Journal.

Sari, R., & Rani, A. (2015). The Relationship between Institutional Ownership and CSR
Disclosure. Journal of Business Research.

Siburian, D. (2015). Corporate Social Responsibility and Environmental Issues in Mining.
Journal of Environmental Studies.

Santoso, A., & Agoes, S. (2021). Corporate Governance and Environmental Performance.
Journal of Business Ethics.

Winarno, A. (2017). Statistical Methods for Testing Normality. Statistical Journal.

Wang, X., et al. (2013). Foreign Ownership and Corporate Social Responsibility: Evidence
from Asia. International Journal of Business Studies.

Zaid, A., et al. (2020). Ownership Structure and CSR Disclosure in Indonesia. Asian Journal
of Business and Management.

Zaid, A., et al. (2020). The Role of Independent Boards on CSR Practices. Journal of
Corporate Governance.

Jurnal Edu Research
Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 3149



